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PERTUMBUHAN ekonomi yang terjadi di Lampung merupakan salah satu indikator kemajuan 

Lampung. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Lampung, maka perekonomian Lampung 

seharusnya menjadi semakin maju, karena tambahan kue ekonomi yang diperoleh dari 

pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur atau 

semua fasilitas fundamental dan sistem pelayanan yang diperlukan oleh suatu perekonomian agar 

lebih dapat maju secara berkelanjutan dan semakin sejahtera. 

Begitu pentingnya peranan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara 

sehingga sejarah menunjukkan bahwa segera setelah depresi besar tahun 1930-an berakhir, maka 

langkah Amerika Serikat untuk segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur hukum dan fisik 

serta pengadaan fasilitas umum yang lengkap di seluruh wilayah AS merupakan suatu berkah. 

Beberapa dekade setelah itu sampai kini, sejarah menunjukkan bahwa infrastruktur yang prima 

ternyata telah berperan menentukan dalam menjadikan AS sebagai negara dengan perekonomian 

terbesar di muka bumi sejak paruh kedua abad ke-20 hingga kini. 

Pengalaman AS memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasum sebagai kendaraan 

pengangkut ekonomi AS menuju ekonomi terbesar di dunia, kemudian ditiru oleh banyak negara. 

Yang paling fenomenal adalah oleh Deng Xiaoping (dibaca: "Tong Shau-ping"), pemimpin 

revolusioner RRT (1978—1992). 

Dengan membangun infrastruktur yang prima sebagai landasan fundamental dari reformasi ekonomi 

RRT, maka dalam waktu kurang lebih 30 tahun, ekonomi RRT berubah menjadi perekonomian 

modern dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, menguasai hampir separuh perdagangan dunia, 

dan mewujud sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah AS. Kini dunia 

sedang menyaksikan pergerakan transformatif ekonomi RRT untuk menjadi perekonomian yang 

terbesar di dunia pada satu atau dua dasawarsa mendatang. 
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Pembangunan Infrastruktur Lampung 

 

Dalam paparan “Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), 

Kamis (9/7) siang yang lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan pemerintah saat ini fokus ke 

proyek-proyek infrastruktur karena infrastrukur itu padat modal dan jangka panjang. Buruknya 

infrastruktur saat ini, kata Presiden, menjadi hambatan utama untuk membuat growth engine (mesin 

pertumbuhan) baru agar ekonomi kita bisa bangkit. “Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan 

biaya produksi, menekan biaya transportasi, menekan ongkos distribusi, menekan biaya distribusi,” 

ungkap Presiden. 

Seperti terdokumentasi dalam beberapa rencana kerja pemerintah, selama lima tahun ke depan, 

pemerintahan Joko Widodo akan membangun 5.500 km jalan kerata api, 2.600 km jalan raya, 1.000 

km jalan tol, 49 bendungan irigasi, 24 pelabuhan laut, dan pusat-pusat tenaga listrik dengan 

kapasitas 35 ribu mw dengan nilai investasi Rp1.100 triliun. Dalam revisi APBN 2015, pemerintah 

mencadangkan anggaran sebanyak Rp290 triliun (22,5 miliar dolar AS) untuk pembangunan 

infrastruktur. 

Ucapan dan rencana kerja Presiden ini jelas sejalan dengan niat dan rencana kerja Gubernur 

Lampung M Ridho Ficardo untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai landasan 

fundamental baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. By accident, berkah posisi 

geografis dan proksimitas Lampung ternyata dipandang memiliki posisi yang strategis oleh Presiden 

Joko Widodo sehingga rencana pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti jalan tol, jalur kereta 

api, pelabuhan laut sebagai faktor fundamental dari reformasi ekonomi di Sumatera dan Jawa 

diputuskan untuk dimulai dari Lampung. 

Bak gayung bersambut, sejak itu Gubernur Lampung kemudian fokus membangun sinergi yang 

lebih baik dengan Pemerintah Pusat dengan cara melobi, memfasilitasi, dan mengatalisasi eksekusi 

program Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terkait di Lampung. Groundbreaking 

pembangunan jalan tol di ruas Bakauheni—Terbanggibesar sepanjang 140,04 km dengan lebar 120 

meter yang melintasi empat kabupaten/kota di Lampung, dan sekitar 70 dari 2.435 desa yang ada di 

Lampung, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan laut di 

Provinsi Lampung, tentu akan langsung berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan kita di 

Lampung. 

Untuk mengeksekusi semua proyek pembangunan di Lampung, Pemerintah Pusat dan provinsi 

menentukan berapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan daerah yang akan 

dianggarkan setiap tahun di Provinsi Lampung, dan bagaimana kesenjangan antara pendapatan 

dan belanja dapat diatasi. Secara kolektif, semua rencana kerja pemerintah ini disebut sebagai 

kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, dapat diperkirakan bahwa sampai tahun 2019, Pemprov dan 

masyarakat Lampung akan mendapatkan suntikan APBN sebesar lebih dari 10 kali APBD Lampung. 

Dalam perspektif peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak hasil studi 

yang menunjukkan bahwa besar-kecilnya jumlah anggaran belanja pemerintah merupakan faktor 

yang paling kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi intuitifnya adalah 

bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami stagnasi apabila pemerintah tidak meningkatkan 

APBD dan akan mengalami tekanan ke bawah apabila pemerintah meningkatkan target penerimaan 

pajak. 



 

Logika menyeluruh di balik pemikiran ini telah diringkas dengan baik oleh Gwartney, Lawson, and 

Holcombe (1998), yang menyatakan bahwa: “Peningkatan mutu dan jumlah pembangunan (a) 

infrastruktur hukum dan fisik untuk menunjang kelancaran kegiatan masyarakat sehari-hari, 

terutama kegiatan ekonomi dan (b) peningkatan pembangunan fasilitas umum yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat dapat memberikan suatu kerangka yang kondusif bagi upaya peningatan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, apabila Pemprov Lampung tidak berupaya untuk mewujudkan dua fungsi-inti 

tersebut dengan cara bersinergi seefektif mungkin dengan Pemerintah Pusat untuk menyalurkan 

tambahan dana dari APBN, maka penggunaan konvensional APBD Pemprov yang jumlahnya relatif 

kecil dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk justru akan menjadi faktor penghambat 

pertumbuhan ekonomi Lampung, karena: (a) Pemerintah selalu meningkatan target pajak setiap 

tahun, (b) Terjadi kenaikan hasil yang berkurang karena pemerintah tetap turun tangan 

melaksanakan kegiatan pembangunan yang sebenarnya lebih baik dilakukan oleh masyarakat dan 

dunia usaha, dan (c) Terjadinya kenaikan hasil yang berkurang karena pemerintah akan tetap suka 

melakukan intervensi pasar dalam proses penciptaan kesejahteraan yang dilakukan oleh 

masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari. 

Multiplier Effect Proyek 

Pembangunan infrastruktur memiliki cakupan kegiatan yang sangat luas karena akan membuka 

banyak peluang baru untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk-produk pertanian dan 

industri, membuka peluang usaha, meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat dan 

pemerintah, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran dan 

menekan angka kemiskinan. 

Secara umum akan muncul tiga dampak ekonomi akibat pembangunan proyek-proyek pemerintah 

pusat tersebut di Lampung, yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh 

induksi yang secara total dapat diukur sebagai output bruto, penjualan, penghasilan, penempatan 

tenaga kerja, dan nilai tambah. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya 

kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan “mobil”, infrastruktur 

adalah “roda” yang memungkinkan “mobil” tersebut bergerak dan melaju. 

Multiplier effect atau efek pengganda akibat adanya kenaikan belanja pemerintah merujuk pada 

gagasan bahwa peningkatan sejumlah anggaran belanja awal yang dilakukan pemerintah untuk 

membiayai proyek-proyek pemerintah akan mendorong terjadinya perubahan kegiatan 

perekonomian secara luas. Dengan kata lain, perubahan awal yang terjadi pada permintaan atas 

barang dan jasa akan menyebabkan terjadinya perubahan output total yang digandakan oleh 

perubahan awal. 

Misalnya, jika Pemerintah Pusat membelanjakan anggaran Rp1 dan, akibat tambahan pengeluaran 

Rp1 tersebut, perekonomian (PDRB) Lampung akan memperoleh tambahan pertumbuhan sebanyak 

Rp2 apabila multiplier belanja pemerintah adalah 2. Ekonomi Lampung akan bertumbuh sebanyak 

Rp1,5 atau Rp1, jika pengganda belanja Pemerintah Pusat di Lampung adalah 1,5 atau 1, dan 

seterusnya. 

Hasil pengukuran multiplier pengeluaran (belanja) pemerintah oleh para peneliti ternyata berkisar 

lebih-kurang 1 sebagaimana yang ditunjukkan oleh Robert Barro (2010). Peneliti ekonomi lainnya 

menemukan angka multiplier sebesar lebih besar dari 1 (Marianne Baxter dan Robert G. King, 1993; 



C hristina Romer, Jared Bernstein, 2009; dan Andrew Mountford and Harald Uhlig, 2008). 

Biasanya, di wilayah seperti Lampung, faktor catching effect akan membuat magnitude multiplier 

dari tambahan anggaran pemerintah pusat yang relatif sangat besar dibandingkan dengan APBD 

lampung akan lebih besar daripada yang terjadi di negara-negara maju karena kenaikan belanja 

pemerintah dapat mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan modal yang menganggur 

untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak sehingga akan berkontribusi 

lebih besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Berapa pun angka multiplier-nya, tambahan belanja Pemerintah Pusat yang berjumlah lebih kurang 

10 kali lipat APBD Pemprov Lampung untuk membiayai semua proyek Pemerintah Pusat di 

Lampung selama 2015—2019; dalam jangka pendek dapat dipastikan akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Lampung dan dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung secara berkelanjutan. 

Apabila semua ini dapat terealisasi pada 2019, dapat dipastikan bahwa ke depan ekonomi Lampung 

tidak hanya akan berkembang lebih maju dan modern, tetapi juga berpotensi untuk bertransformasi 

dari provinsi nomor 3 termiskin di Indonesia menjadi provinsi termaju di Sumatra. Ayo geh. God 

blessed you Lampung. Insya Allah. n 

 


